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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminat
Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Petlindungan
Sumber Daya Laut”dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselangga.ra atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jumnal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektf
Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laiit menjadi sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di
Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pih:;.k yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI
SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS
MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

. - 2

Muhammad Anif Afandi, Deni Febrtian .

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas mengenai pelibatan ekonomi Islam dalam pemanfaatan potensi sumber
daya laut Indonesia menuju - ASEAN Economic Community 2015. Kajiannya dilatarbelakangi belum
optimalnya pemanfaatan ekonomi’ maritim. dan . minimnya ketetlibatan ekonomi Islam di
dalamnya. Keadaan tersebut mengakibatkan pemanfaatan ekonomi maritim dan ekonomi Islam
berjalan terpisah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mensinergikan antara pemanfaatan ekonomi
matitim yang dilakukan oleh nelayan dan ekonomi Islam melalui instrumennya yaitu perbankan
Syariah dengan mengeluarkan produk berbasis kelautan yaitu Zstishnd’ paralel. Metode penullsan
yang djgm:lakan dalam karya tulis ini adalah deskriptif-analisis yaitu penehuan yang betusaha
menemngkan dan menggambarkan penstlwa yang terjadi. pada objek penelitian pada masa
sekarang ' kemudian dljelaskan dlanahsa dan disajikan sedemikian’ rupa sehingga men]adx
gambaran yang sistematis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang
didasatkan pada data sekunder berupa buku, jumal, dan artikel di internet. Sedangkan hasil
pembahasan meniinjukkan bahwa untik mensinergikan pemanfaatan ekonomi maritim Indonesia
melalui nelayan dan ekonomi’ Islam meélalui perbankan syariah,” perlu dilakukan pengeluaran
produk berbasis kelautan yaitu istishn# paralel yang dapat digunakan sebagdi akad pembiayaan
kapal besar untuk kelompok nelayan. :Akad istishud paraleldapat dijadikan produk baru berbasis
kelautan bagi bank syatiah melalui perluasan objek akad (pembelian kapal) dimana kelompok
nelayan berindak sebagai (mustashni), bank sebagai penyedia jasa pembiayaan untuk nelayan, dan
produsen kapal sebagai (shéni). Kesimpulannya adalah sudah sepantasnya perbankan syatiah dapat
menjadi partner untuk.nelayan melalui produk is#ishna’ paralel yang diharapkan mampu menjadi
terobosan baru dalam pengembangan potensi ekonomi maritim di Indonesia menuju AEC 2015.
Tentunya, dalam penerapan mekanisme is#shnd’ paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar
untuk kelomgok nelayan dibutuhkan dukungan dari masing-masing pihak, terutama perbankap
syatiah dan pemerintah sebagai realisasi misi pemetintahannya.

Keywords : Ekonomi Islam, Bank Syariah, Istishni’ Paralel, Nelayan, Kapal Besar, ASEAN

Economic Community.
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BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempﬁkan negara maritim terbesar di Asia Tenggara dengan panjang pantai
lebih dari 80.000 kilometer. Menutut Persatuan Insinyur Indonesia dalam berdtasatu.com edisi
Kamis, 27 November 2014 disebutkan bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai
6.300 Trilyun Rupiah. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007 potensi petikanan laut
Indonesia sekitar 6,6 juta ton per tahun, terdiri dari 4,5 juta ton per tahun dari perairan nusantara
dan 2,1 juta ton per tahun dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 7,5 persen danl
total potensi lestari ikan laut dunia. Potensi yang sangat besar tersebut dapat dijadikan modal
Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia agar mampu bersaing di
ASEAN Economic Community yang mulai dihelat pada Desember mendatang. Peluang tersebut
nampaknya tidak di sia-siakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi melalui salah satu misi
pemerintahannya yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional.

Kendati Idemikian, pemanfaatan sumberdaya laut tersebut belum optimal mengingat
jumlah produksi ikan laut baru sekitar 2,2 juta ton per tahun, terutama terbesar dari peraitan
teritorial yang dangkal. Selain itu, sumberdaya laut Indonesia yang sangat berlimpah itu belum
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan. Menurut Ahmad Fatoni dalam
Harian Umum Pelita (Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa) edisi Kamis, 11 Desember 2008
bahwa nelayan Indonesia tak lepas dalam jetat kemiskinan. Keadaan tersebut disebabkan oleh
minimnya petélata_n penangkapan ikan yang dimiliki nelayan dan masih rendahnya kualitas
sumber daya manusia. Selain itu, menurut Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007
permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini yaitu :

1. Kecilnya daya tangkap ikan karena kurangnya modal nelayan untuk melakukan pembelian
peralatan penangkapan ikan dan pembelian kapal besar untuk hasil tangkapan yang lebih
besar pula.

2. Pajak kapal yang dirasakan terlalu besar dan tidak didukung insentif kenangan fiskal dan
kredit untuk kapal perikanan belum memadai sebagaimana dibetikan oleh negara lain.
Pendanaan, kebijakan petbankan yang menyebabkan kredit tidak murah untuk pengadaan
kapal perikanan.

3. Program APBN/APBD masih terlalu berorientasi pada proyek Economic Overhead Capital
(BEOC) dan Socal Overhead Capital (SOC), belum pada Directly Productive Activity (DPA)
seperti seed untuk investasi kapal, tambak, dan pengolahan.

~ 340 ~
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4. Adanya anggapan pihak perbankan bahwa nelayan tidak mampu mengelola usahanya
sehingga pihak perbankan enggan untuk menyalurkan kréditnya.

Lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah harusnya dapat menjadi partner
dalam upaya pengembangan sektor kelautan. Namun, hingga saat ini, lembaga keuangan syariah
khusunya perbankan syariah belum memiliki produk berbasis kelautan yang dapat dijadikan solusi
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini.

Dalam upaya pengembangan sektor kelautan, perbankan syariah dapat mengeluarkan
produk istishnd paralel berbasis kelautan yang dapat diajukan oleh kelompok nelayan untuk
kebutuhan akan pembelian kapal besar. Kelompok nelayan yang dimaksud adalah petkumpulan
nelayan yang berjumlah 10-15 orang untuk melakukan pembelian satu kapal besar. Kelompok
nelayan dipilth untuk mengurangi resiko pembiayaan oleh perbankan, karena beban pembiayaan
tidak dipikul oleh satu nelayan.

Pembiayaan ##ishnd’ dipilih melihat penyaluran pembiayaan istishn# oleh bank syariah
menunjukkan perkembangan yang baik dan akad tersebut dirasa cocok apabila diterapkan dalam
tangka pembelian kapal besar oleh kumpulan nelayan. Perkembangan penyaluran pembiayaan
istishnd’ dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini. o4
Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan Iszishnd pada Bank Syatiah Tahun 2008-2013

g 3

lgl!

g

= Pemdiayaan istishna

!é}

Dalam Millar Ruplah
)
8

.

[—]

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber : Bank Indonesia, 2014

Sesuai gambar diatas, perkembangan pembiayaan is#isha@ oleh bank syariah tahun 2008-
2013 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif dimana pada tahun 2008 total penyaluran
pembiayaan Zstishnd mencapai angka 378 Milyar Rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun
2009 yang mencapai 410 Milyar Rupiah. Namun, pada tahun 2010 penyaluran pembiayaan

<341~




PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

istishnd mengalami penurunan pada angka 354 Milyar Rupiah dan terus meningkat pada tahun
selanjutnya, hingga tahun 2013 jumlah penyaluran pembiayaan istishnd mencapai 598 Milyar
Rupiah.

Di Indonesia, penggunaan akad /tishnd paralel diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor :
22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli istishnd paralel. Namun, dalam pelaksanaannya akad
istishnd’ paralel hanya digunakan dalam pembiayaan rumah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan
objek akad dimana tidak hanya digunakan untuk akad dalam pembiayaan pembelian rumah, tapi
dapat pula diterapkan pada usaha sektor kelautan melalui pembiayaan pembelian kapal untuk
kelompok nelayan. Inovasi produk perbankan syariah dalam bidang kelautan khusunya produk
pembelian kapal untuk nelayan perlu dilakukan, karena pada dasamya seluruh kegiatan pada
sektor kelautan baik pengelolaan maupun operasionalaya membutuhkan fasilitas pendukung yaitu
kapal.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam karya tulis ilmiah ini kami membatasi masalah pada sinergitas pemanfaatan ekonomi
maritim Indonesia melalui nelayan dan ekonomi Islam melalui perbankan syatiah. Dalam hal ini
fokus pembahasan adalah pada produk perbankan syariah berbasis kelautan yaitu éstishnd paralel
yang akan digunakan sebagai akad pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan di Indonesia.
Batasan dan fokus tersebut dibahas lebih detail sebagai langkah strategis Indonesiza dalam
bersaing di ASEAN Econontic Community.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.  Bagaimana upaya pelibatan ekonomi islam dalam pemanfaatan potensi sumber daya laut
indonesia menuju ASEAN Economic Community ?

2.  Bagaimanakah mekanisme pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan
menggunakan produk petbankan syariah (akad #s#ichnd’ parallel) ?

3.  Mengapa akad istishnd’ paralel perlu diterapkan sebagai produk pembiayaan kapal besat
untuk kelompok nelayan dalam menghadapi ASEAN Economic Community ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai betikut :
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1.  Memberikan altl‘."rl':l:alif pembiayaan untuk kelompok nelayan yang dapat membantu
meningkatkan pemanfaatan potensi ckonomi maritim Indonesia menuju ASEAN Economic
Community 2015. .

2. Memberikan dukungan pada misi pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin mewujudkan
Indonesia menjadi negara maritim yang manditi, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan
nasional melalui produk pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan
menggunakan akad sstishnd’ paralel.

3. Memberikan usulan pada pihak perbankan syariah untuk memiliki produk-produk inovatif
betbasis industri kelautan untuk mendukung pemerintahan Indonesia dengan
mengeluarkan produk isishrd’ paralel untuk pembiayaan kapal besar untuk kelompok
nelayan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihatapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencliian ini dapat dijadikan terobosan baru yang konkrit dalam industri kelautan
khususnya permasalahan pembelian kapal besar oleh nelayan agar dapat bersaing- di
ASEAN Economic Community 2015.

2. Penelitian ini dapat dijadikan pendukung pemanfaatan petensi ekonomi maritim Indonesia,
karena seluruh kegiatan pada sektor kelautan baik pengelolaan maupun operasionalnya
membutuhkan fasilitas pendukung yaitu kapal. )

3. Dapat dijadikaﬁ teferensi atau informasi bagi penulis lain dan pihak perbankan syariah
untuk mengeluatkan produk berbasis kelautan yaitu pembiayaan kapal besar untuk
kelompok nelayan menggunakan akad /stishind’ paralel.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep ASEAN Economic Community (AEC)

AEC 2015 akan diarabkan kepada pembentukan sebuah integtasi ekonomi kawasan
dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis,
serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Pembetlakuan AEC 2015 bertujuan untuk
menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan
secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di
dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas batang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya
kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi AEC 2015 akan berfokus

pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas tujuh sektor barang (industti pertanian, peralatan
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elektonik, otomotif, perikanan, industri betbasis karet, industti betbasis kayu, dan tekstil)
dan lima sektor jasa (transportasi udara, pelayanan keschatan, pariwisata, logistik, dan industri
teknologi informasi atau -e-ASEAN).

2.2 Posisi Indonesia dalam Menghadapi AEC

Untuk menyambut era perdagangan bebas 2015, Indonesia telah mengeluarkan regulasi
yaitu UU NO 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang dipetkenalkan kepada masyarakat sebagai
salah satu strategi Indonesia membendung masuknya produk impor ke Indonesia. UU ini antara
lain mengatur tentang perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan agar
menggunakan bzhasa Indonesia sebagai pelabelan, dan peningkatan pemakaian produk dalam
negeri. Pemerintah diwajibkan mengendalikan bahan kebutuhan pokok (pangan) bagi seluruh
wilayah Indonesia. Untuk dapat memainkan peranan dalam AEC, diperlukan persiapan yang
matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi serta langkah
strategi yang harus disiapkan.

2.3 Peluang dan tantangan Indonesia dalam mengahadapi AEC

Dalam menghadapi AEC 2015, Indonesia hatus memperbaiki beberapa sektor, khususnya
sektor perikanan dan kelautan agar tetap mempunyai daya saing. Dalam hal ini Indonesia harus
memperbaiki infrastruktur kelautan khususnya pada peningkatan kapasitas dan jumlah kapal
nelayan Indonesia. Selanjutnya Indonesia juga harus memperhatikan laju investasi dan keuangan
yang ada di sektor periakanan dan kelautan. Nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan
pada kapasitas kapal penangkap ikan. Berbanding terbalik dengan kapal-kapal penangkap ikan
yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya. Mereka sudah memiliki kapasitas kapal yang
besar serta teknologi yang tinggi dalam penangkapan ikan. Akibatnya wilayah perairan Indonesia
yang kaya dan luas berhasil dieksploitasi dan dicuri oleh kapal-kapal dad negara lain, seperti
Thailand, Vietnam, Malaysia, dan China. Dilain sisi, Indonesia juga harus mengembangkan
industri yang bebasis nilai tambah. Indonesia petlu ketja keras dalam hilitisasi produk. Dari sisi
hulu, Indonesia telah menjadi produsen yang diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan
perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor
barang jadi, padahal Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Dari sisi liberalisasi perdagangan, produk Indonesia tidak terlalu mengalami masalah
sebab 80 persen perdagangan Indonesia sudah bebas hambatan. Bahkan ekonomi yang berbasis
kerakyatan (UMKM) berpeluang menembus pasar ASEAN. Pemerintah telah membentuk cluster
untuk pembinaan UMKM agar memilki daya saing. Kemudian hadirnya ekonomi islam menjadi
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alternatif (bahkan diprediksi akan menjadi sistem ekonomi dominan) di Indonesia dalam
menghadapi ekonomi liberal beberapa waktu mendatang. Betbagai sistem dan produk ekonomi
syariah terus dikembangkan, sehingga penggunaan ekonomi syariah terus meningkat di Indonesia.
Ekonomi syariah harus dapat berjalan beritingan dengan arus globalisasi dan liberalisasi
perdagangan. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi sektor-sektor yang menjadi unggulan
Indonesia seperti Sumber Daya Alam (SDA) terfokus pada sektor perikanan dan pertanian,
informasi teknologgi dan ekonomi kreatif. Ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia
jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain.

Peluang tersebut antarz; lain: ekspansi pasar, yang mana Indonesia dapat membuka akses
pasar domestik yang lebih besar tidak hanya inttra ASEAN tetapi ekstra ASEAN, meningkatkan
produktivitas dan jaringan distrbusi, meningkatkan mobilitas tenaga ketrja, negara tujuan
investor, serta mengurangi biaya " transaksi perdagangan.

2.4 Konsep Istishna’ Paralel

Dalam kamus bahasa Arab Zs#ishnd’ artinya minta membuat (sesuatu). Dalam Ensiklopedi
Hukum Islam 7#fishnd’ adalah akad yang mengandung tuntutan supaya shdmi (pembuat)
membuatkan suatu barang atau pesanan dengan spesifikasi khusus dan harga tertentu. Menurut
Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yang betjudul o/-Fighu al-Islami wa adillatahu, istishnd’ adalah
suatu akad yang dilakukan bersama shdni (pembuat) untuk membuat svatu kerja tertentu yang
menjadi tanggungan atas diri shdni. Sementara itu, yang dimaksud Zstishnd’ paralel menurut Fatwa
DSN-MUI Nomor : 22/DSN-MUI/III/2002 adalah akad ;ual beli yang dilakukan oleh nasabah
dan lembaga keuangan syariah (LKS), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah,
LKS memerlukan pihak lain sebagai shén/ (pembuat).

Akad istishnd’ paralel umumnya sama dengan akad Z/ishnd’ biasa, nmamun yang
membedakannya adalah karena lembaga keuangan syariah (LKS) tidak dapat membuat barang
sesuai permintaan atau pesanan nasabah, maka lembaga keuangan syariah dapat melakukan akad
istishnd’ lanjutan (paralel) dengan shéni (pembuat).

2.5 Penerapan Akad Istishn4’ Paralel di Indonesia

Di Indonesia penggunaan istishnd’ paralel diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor :
22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Zstishnd’ paralel. Dalam penerapannya pihak perbankan
mengaplikasikan akad /eishud’ paralel dalam bentuk pembiayaan rumah. Aplikasi pembiayaan
rumah tersebut didasarkan keadaan selama ini bahwa pembiayaan pengadaan rumah belum
terakomodasi sesuai dengan pola transaksi dan kesyariahaannya, untuk itu dimunculkan produk
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pembiayaan tersebut sebagai terobosan baru dalam pengembangan produk yang mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat. N

Menurut Surat Edaran Bank Syartah Mandiri, 6 Juni 2006 dijelaskan bahwa produk
pembiayaan rumah menggunakan akad #stishnd’ paralel hadir dengan didasari oleh kecenderungan
dari pengembang/developer untuk tidak melakukan sfock atas rumah jadi (ready stock) dalam
jumlah besar karena keterbatasan modal dan mahalnya biaya pemeliharaan. Untuk itu, produk
pembiayaan rumah menggunakan akad isishna’ paralel dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
pasar tersebut. Mekanisme pembiayaan rumah pada bank syariah dapat dijelaskan pada gambar
2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Rumah Menggunakan Akad Is#ishnid’ Paralel di Bank Syariah

BANK = = n o v s ey —
SYARIAH 8 I

Y I!!

NASABAH A w2 — DEVELOPER

Sumber : Erdi Marduwira, 2010

Keterangan :
..... = :Alur Barang
: Alur Uang

— - :A]ufper}mliﬂn

Penjelasan :

1.  Pembiayaan rumah menggunakan akad /stishnd’ paralel antara nasabah dan bank syariah.
2. Pembayaran nang muka oleh nasabah (down payment) bila dibayarkan melalui bank.

3. Perjanjian pembuatan rumah untuk nasabah oleh developer.
4

Bank melakukan pencairan dana sebagai modal pembangunan rumah oleh developer.
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5.  Penyerahan dokumen persentase/progress pembangunan rumah oleh developer kepada bank
(minimal 1 kali/bulan).

6.  Penyerahan dokumen persentase/progress yang diserahkan developer pada bank, kemudian
bank menyerahkan dokumen tersebut pada nasabah.

7.  Pembayaran angsuran oleh nasabah melalui bank.

8.  Penyerahan rumah jadi oleh developer pada nasabah.

9. Pelunasan pembayaran rumah oleh nasabah.

Dari mekanisme pembiayzan rumah menggunakan akad istishnd paralel diatas dapat
dilakukan modifikasi. Modifikasi yang dimaksud adalah menambah objek akad tidak hanya rumzh
namun juga dapat ditambah menjadi pembiayaan pengadaan pembiayaan kapal besar untuk
kelompok nelayan, Penambahan objek akad tersebut dirasa penting, mengingat permasalahan-
permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini tidak hanya peralatan penangkapan ikan yang
kurang memadai, namun peralatan penunjang (kapal) yang kapasitasnya kurang besat tentu )uga
mempengaruhi jumlah penangkapan ikan itu senditi. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah
tentunya dapat mengembangkan produk berbasis usaha kelautan menggunakan is#ishnd paralel dan
diterapkan untuk pembiayaan pengadaan kapal untuk kelompok nelayan. Tidak hanya perbankan
syatish yang barus melakukan inovasi produk untuk pengembangan sektor kelautan, namun
pemerintah saat ini yang mengarahkan program ketjanya dalam pemanfaatan potensi kelautan,
tentunya harus memberikan dukungan dalam mewujudkan produk pembiayaan pembelian kapal
besar untuk kelompok nelayan mengunakan akad istishnd paralel untuk mendukung WMMya
program kerja, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang bisa bersaing di ASEAN Economic

Community.

BAB III: METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif yang
bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur secara terperinci mengenai

objek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian tetsebut diperlukan informasi yang akurat

| dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini

menggunakan metode sebagai berikut :

1 Jenis Penelitian

l Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (fbrary research) yaitu peneliatan
| yang dilakukan hanya berdasarkan karya tertulis. Untuk mendapatkan data tentang objek dari

5 penelitian ini maka digunakan dokumen berupa Fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN-
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MUI/III/2002 tentang jual beli istishnd’ parallel. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai
ketentuan-ketentuan penggunaan akad #stishni’ paralel yang diaplikasikan oleh perbankan syariah
dalam pembiayaan pengadaan rumah. Kemudian data mengenai ASEAN Economic Community
didapat dari ASEAN Economic Community Blue Print, Untuk mendukung objek penelitian ini, maka
dibutuhkan data pelengkap. Data pelengkap dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai
literatur berupa jurnal, buku dan publikasi data oleh Bank Indonesia.
2. Sifat Penelitian

Corak penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang berusaha menerangkan
dan menggambarkan peristiwa yang tetjadi pada objek penelitian pada masa sekarang kemudian
dijelaskan, dianalisa, dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi gambaran yang sistematis
(Burhan Bungin, 2004). Gambaran mengenai akad #s#irhnd’ paralel diuraikan seperti apa adanya,
selanjunya diuratkan dari segi kebolehan atau hukumnya, dan kemudian dibuat suatu mekanisme
pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan agar dapat menjawab pokok
permasalahan dalam penelitian.
3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data
yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, yang terdapat dalam jurnal, buku, maupun
dokumen. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan data melalui berbagai literatur yang
mendukung, dokumen tertulis yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang
jual beli istishna’ parallel, publikasi Bank Indonesia, dan berbagai publikasi ASEAN Seretatiat.
4, Teknik Pengumpuian Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah pengumpulan
pustaka (lbrary research) yaitu suatu metode dengan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-
buku, karya ilmiah, disertasi, presentasi, artikel, publikasi, dan berbagai sumber lain yang berkaitan
dengan penelitian ini.
D Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolzhan data dalam penelitian ini menggunakan pola deskriptif kualitatif.
Dimana dilakukan analisis mendalam mengenai objek penelitian (istishna’ paralel) dari segi hukum
Islam, lalu dilakukan perancangan mekanisme pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok
nelayan menggunakan akad éstishnd’ paralel.
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN ‘
4.1 Upaya pelibatan ekonomi islam dalam pemanfaatan potéi;s_i sumber daya laut
indonesia menuju ASEAN Economic Community

Keberhasilan inggris dalam menerapkan ekonomni syariah merupakan salah satu tolok ukur
dalam upaya pelibatan ekonomi islam dalam menentukan langkah strategis Indonesia dalam
menghadapai ASEAN Economic Community. Dalam hal ini, peran pemerintah Inggris dalam
memfasilitasi perluasan perbankan Islam di negara ini luar biasa. Sejak awal 2000-an Pemerintah
telah memperkenalkan serangkaian perubahan pajak dan legislasi khusus yang dirancang untuk
menghilangkan hambatan bagi pengembangan kevangan Islam. Perubahan yang pertama adalah
Undang-Undang (UU) Keuangan 2003 yang diperkenalkan untuk mencegah pembayaran ganda
Stamp on Duty Land Tax (SDLT) pada Islamic mortgage. Kemudian, UU Keuangan 2005 dan
2006 adalah langkah-langkah lebih lanjut yang bertujuan untuk menempatkan produk Islam di
level pajak yang sama dengan produk perbankan konvensional. UU Keuangan 2007 diklarifikasi
lebih lanjut dalam kasus Sukuk. Pada bulan Maret 2008, Sukuk pertama pemerintah Inggris
tercatat di London Stock Exchange sebesar 350 juta US§ )r:;ng diterbitkan oleh Bahrain dan
disusun sesuai dengan hukum Islam. Pada akhir tahun 2008 lisensi untuk sebuah bank investasi
Islam juga diajukan oleh Gatehouse PLC, anak perusahaan Kuwait Global Securities House yang
beroperasi di Inggris.

Keuangan konvensional dan Islam secara inheren ternyata bisa kompatibel dalam
prakteknya. Keuangan Islam tidak hanya dianggap sebagai pelengkap konservatif untuk pasar
keuangan konvensional, tetapi dapat dikatakan bahwa keuangan islam juga dapat memberikan
kerangka kerja yang sangat dibutuhkan, yaitu etika serta koreksi yang berguna terhadap ekses-
ekses dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional. Sistem ekonomi dan keuangan Islam,
dalam hal ini, mampu menempati peranan sebagai pelengkap dan inheren untuk menstabilkan
keuangan konvensional tidak hanya dengan memperkenalkan produk-produk keuangan
konservatif ke pasar keuangan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terhadap diversifikasi
pasar keuangan. Maka dasd itu sudah sepantasnya ekonomi syariah tetlibat aktif dan berjalan
beriringan dengan laju liberalisasi ekonomi sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang tesjadi
di sektor tersebut.

Dalam menghadapai ASEAN Economic Community, ekonomi islam di Indonesia dapat
berperan dalam pembangunan sektor unggulan Indonesia, yaitu sektor kelautan. Permasalahan
yang masih menjadi penghambat dalam pembangunan sektor ini adalah kecilnya kapasitas kapal
penangkap ikan dan permasalahan pembiayaan dalam pembelian serta pengembangan kapal yang
lebih besar kapasitasnya. Oleh katena itu perlu adanya langkah strategis melalui pelibatan
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ekonomi islam dengan mengeluatkan produk yang dapat menopang permasalahan tersebut.
" .Dalam hal ini produk ekonomi syariah melalui akad Is#ishnd parallel dapat dijadikan sebagai
i)toduk pembiayaan dalam pembelian dan peningkatan kapasitas kapal besar untuk nelayan di
Indonesia. Istishnd paralel merupakan konsep /stishnd pada umumnya, namun karena pihak
perbankan syatiah tidak mampu memenuhi barang pesanan atau permintaan nasabah, maka
perbankan syariah melakukan akad Zs#shnd lanjutan pada shdni, tetapi akad tersebut harus terpisah
dari akad #stishnd@ pertama dan dapat dilakukan apabila akad pertama sudah sah. Akad #stishnd
sudah lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan sekarang banyak diaplikasikan pada
industri perbankan syariah melalui produk pembiayaan rumah. Dinamakan ba’ istishnd’ katena
sang pembeli (mustashn?) melakukan pemesanan tetlebih dahulu pada pembuat (shdni) yang
ditentukan spesifikasi dan harga tertentu. Umumnya pembeli (mustashn?) akan melakukan
pembayaran di awal (down paymend) sebagai modal awal pembuatan barang dan dilakukan
pelunasan ketika barang 100% jadi.

Akad istishnd patalel dapat dijadikan produk pembiayaan betrbasis usaha kelutan melalui
pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan pada perbankan syariah. Dari mekanismenya
diketahui pelaksanaan akad éstishnd paralel tidak membebani kedua belah pihak (petbankan syariah
dan nasabah) karena proses pembayarannya dapat dilakukan dengan pembayaran down payment
tetlebih dahulu oleh nasabah, dan pelunasannya dapat dilakukan dengan cara diangsur setelah
barang 100% jadi. Berbeda apabila menggunakan skim murababab, bank syatiah harus melakukan
pembelian barang secara penuh pada pemasok/produsen baru dapat dipesjualbelikan pada
nasabah. Apabila bank syariah belum melakukan pembelian pada barang pada pemasok/produsen
secara penuh, maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam, karena mempetjualbelikan barang
yang belum menjadi haknya. Sudah saatnya industri perbankan syariah dapat menjadi partner bagi
nelayan-nelayan di Indonesia. Bukan tidak mungkin, apabila akad istishnd’ paralel ini diterapkan
sebagai pembiyaan kapal besar untuk kelompok nelayan akan terjadi pemanfaatan potensi
ckonomi maririm yang lebih efisien karena didukung oleh peralatan penunjang (kapal) yang
mempunyai kapasitas yang lebih besar yang tentunya dapat menghemat modal para nelayan pada
saat melakukan penangkapan ikan, karena kapasitas kapal yang besar tidak membuat nelayan
bolak-balik menuju daratan karena kapasitas kapal yang tidak memadai sehingga dapat menghemat
penggunaan bahan bakar minyak.

Untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah pada perbankan, maka dibentukiah kumpulan
nelayan yang terdiri dari 10-15 orang schingga beban pembiayaan tidak dipikul oleh satu orang
nelayan. Dalam pelaksanaannya pemerintah hendaknya dapat melakukan dukungan tetlaksananya

akad #stishnd paralel ini melalui jaminan pembiayaan untuk kelompok nelayan tersebut, sehingga

~ 350 ~



PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

tidak terjadi anggapan selama ini bahwa nelayan tidak mampu mengelola usahanya dan perbankan
enggan menyalurkan pembiayaannya: ~

4.2 Mekanisme Pembiayaan Pembelian Kapal Besar untuk Kelompok Nelayan

Menggunakan Akad Istishnd’ Paralel

Mekanisme pembiayaan pengadaan kapal besar untuk kelompok nelayan pada dasarnya
sama dengan pembiayaan pengadaan rumah pada perbankan syariah. Sesuai dengan penjelasan
diatas, produk pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan merupakan inovasi produk
istishnd paralel pembiayaan rumah dengan melakukan perluasan objek akad, dimana tidak hanya
dapat dilakukan untuk pembelian rumah, namun dapat juga dilakukan untuk pengadaan
pembiayaan kapal besar untuk kelompok nelayan. Dalam tmekanisme akad Zstishnd’ paralel sebagai
pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan, kelompok nelayan bertindak sebagai
pembeli/pemesan kapal (mustashni’), bank sebagai penyedia jasa pembiayaan untuk nelayan, dan
produsen/perusahaan :pérx_ibqat kapal bertindak sebagai (shdni).

Penggunaan akad iishnd paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk
kelompok nelayan dapat dilakukan dengan kombinasi akad w4 (petjanjian). Penggunaan akad
wa'd terjadi pada saat dilakukan akad Zs#/shnd lanjutan (paralel) antara bank dan produsen kapal,
dimana produsen kapal harus berjanji akan melakukan pembuatan kapal yang telah ditentukan
spesifikasinya oleh mustashn? (pembeli) yaitu nelayan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalan proses
jual beli (gharar).

Mekanisme in'émbiay:;an ‘kapal besar untuk kelompok nelayan menggunakan akad istishna’
paralel dapat dijelaskan pada gambar 4.1 sebagai berikut :

~ 351 ~



PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Gambar 4.1
Skema Pembiayaan Pembelian Kapal Besar untuk Kelompok Nelayan Menggunakan Akad

Istishna’ Paralel
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan mekanisme pembiayaan pembelian kapal untuk
kelompok nelayan sebagai berikut :

1.  Nasabah/kelompok nelayan bertindak sebagai mustashni’ (pembeli).

2. Bank Syariah bertindak sebagai shdn? (pembuat) untuk nasabah/kelompok nelayan.
Namun, karena bank syariah tidak mampu membaut kapal sendiri, maka ia melakukan akad
istishnd’ lanjutan (paralel) pada produsen kapal setelah akad /s#ishnd’ pertama sah.

3. Nasabah/kelompok nelayan melakukan akad istishnd’ pada bank syariah dan menyepakati
besartnya margin pembiayaan oleh perbankan.

4.  Nasabah/kelompok nelayan melakukan pembayaran uwang muka (down paymeni) bila
dibayarkan melalui bank.
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5.  Setelah akad istishnd’ pertama sah, pihak bank melakukan akad istishnd lanjutan (paralel)
pada produsen kapal dan produsen kapal berjanji (wad) akan melakukan pembuatan kapal
sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah/kelompok nelayan.

6.  Bank melakukan pencairan dana sebagai modal pembuatan kapal oleh produsen kapal.

7. Produsen kapal wajib menyerahka dokumen persentase/pmgress atau Rancangan Anggaran
Biaya (RAB) pembuatan kapal pada bank syatiah minimal 1 kali/bulan.

8.  Bank syariah melakukan penyerahan dokumen persentase/progress atau Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan produsen kapal pada bank kepada
nasabah/kelompok nelayan sebagai bukti progress pembuatan kapal.

9.  Pembayaran angsuran oleh nasabah/kelompok nelayan melalui bank.

10. Penyerahan kapal 100% jadi oleh produsen kapal pada nasabah/kelompok nelayan.

11.  Pelunasan pembayaran kapal oleh nasabah/kelompok nelayan melalui bank.

4.3 Ursgensi Penerapan Akad Istishni’ Paralel sebagai Pembiayaan Pembelian Kapal
untuk Kelompok Nelayan Indonesia sebagai Langkah Strategis dalam menghadapi
ASEAN Economic Community

Kemiskinan seolah-olah menjadi bagian yang inheren bagi nelayan tradisional di
Indonesia. Keterbatasan sarana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi
penghambat kemajuan nelayan. Minimnya peralatan penangkapan ikan dan kecilnya kapasitas
kapal dapat mempengaruhi produktivitas nelayan yang gilirannya akan mempengaruhi pendapatan
dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan. Kemudian daya saing Indonesia yang masih rendah
ketimbang negara-negara ASEAN lainnya, yakni Indonesia menempati indeks ke-5, selanjutnya
berdasatkan World Economic Forum, Indonesia ada di peringkat 34 dari 144 negara dalam
pemeringkatan daya saing ekonomi di tingkat global pada 2014.

Penderitaan nelayan diperparah lagi dengan adanya anggapan oleh pihak perbankan
bahwa nelayan tradisional tidak mampu mengelola usaha, maka pihak perbankan enggan
melakukan penyaluran pembiayaan untuk nelayan. Sebagai negara maritim terbesar di Asia
Tenggara, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi negara produsen uanggulan di
bidang petikanan. Namun, kekayaan laut yang terkandung di Indonesia tidak dapat membuat
kesejahteraan untuk masyarakat khususnya nelayan.

Ekonomi Islam sebagai konsep ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dimana
salah satu prinsip Islam yaitu /a2 awun (toloz.lg menolong) sudah sepantasnya melihat fakta tersebut,

sehingga dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini.
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Upaya yang dapat dilakukan ekonomi Islam melalui perbankan syariah adalah mengeluarkan
produk pembiayaan berbasis kelautan yaitu pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok
nelayan menggunakan akad /s#ishn@ paralel dalam upaya pemanfaatan potensi ekonomi maritim
Indonesia dimana selama ini akad is#shnd paralel hanya diaplikasikan untuk pembiayaan rumah.
Pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan tersebut sangat penting untuk diterapkan
mengingat permasalahan yang dihadapi nelayan tradisional selama ini adalah kecilnya kapasitas
kapal sehingga nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan yang lebih banyak. Apabila
kapasitas kapal lebih besar tentunya nelayan dapat melakukan penangkapan ikan yang lebih besar
pula.

Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, maka dibutuhkan sosialisasi dan edukasi oleh
pthak perbankan pada nelayan. Selain itu, pengelompokan nelayan yaitu 10-15 orang
dimaksudkan untuk mengurangi beban pembiayaan oleh nelayan. Peran pemerintah juga sangat
dibutuhkan dalam penerapan pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan
menggunakan akad istishnd paralel ini melalui penjaminan pembiayaan untuk merealisasikan
misinya yang ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang manditi, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional. Misi tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh sarana
penunjang yaitn pengadaan kapal, karena pada dasamya kegiatan pengelolaan maupun
operasional industri kelautan membutuhkan kapal sebagai peralatan penunjang.

Apabila pembiayaan pembelian kapal untuk kelompok nelayan menggunakan istishnd
paralel ini benar-benar diterapkan oleh perbankan syariah, bukan tidak mungkin Indonesia akan
menjadi epicentrum industri kelautan dunia, kesejahteraan nelayan meningkat, ekspor meningkat,
dan' akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mampu menjadi

pemimpin di ASEAN Economic Commmunity.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan dari pokok masalah sebagai berikut :

1.  Keberhasilan negara-negara Eropa (yang notabene merupakan negara yang menjunjung
ekonomi liberal) dalam menerapkan ekonomi islam, menjadi tolok ukur bagi Indonesia
untuk juga menerapkan ekonomi islam dalam menghadapi ASEAN Economic Commaunity
yang akan mulai dihelat pada Desember mendatang,

2. Dalam karya ilmiah ini, pelibatan ekonomi syatiah dibahas secara specifik sebagai produk
pembiayaan (Akad isitshnd paralel) untuk pembelian kapal besar oleh nelayan Indonesia
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agar dapat memanfaatkan potensi kelautan Indonesia secara maksimal dalam menghadapi

-persaingan di ASEAN Econontic Community.
- Akad Zsitshn@ paralel dapat digunakan sebagai akad pada pembiayaan pembelian kapal untuk

kelompok nelayan atau produk Zsitshnd paralel berbasis kelautan sebagai inovasi produk
pada perbankan syariah. Akad /sitshnd paralel dipilih karena tidak membebani kedua belah
pihak (petbankan syariah dan nasabah) katena proses pembayarannya dapat dilakukan
dengan pembayaran down payment tetlebih dahulu oleh nasabah, dan pelunasannya dapat
dilakukan dengan cara diangsur setelah barang 100% jadi. Berbeda apabila menggunakan
skim murabahakh, bank syariah harus melakukan pembelian barang secara penuh pada
pemasok/produsen baru dapat diperjualbelikan pada nasabah. Apabila bank syariah belum
melakukan pembelian pada barang pada pemasok/produsen secara penuh, maka jual beli
tersebut dilarang dalain Islam, karena mempesjualbelikan barang yang belum menjadi
haknya. Untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah, maka dibuat kelompok nelayan
10-15 orang yang dimaksudkan untuk meminimalisir beban pembiayaan, karena beban
pembiayaan tidak dipikul oleh satu nelayan.

Akad istishu@ paralel dapat dijadikan produk baru berbasis kelautan bagi bank syariah.
Dalam mekanismenya akad is#ishn@ paralel diaplikasikan sama dengan pembiyaan rumah,
namun dilakukan perluasan objek kapal yaitu dapat pula dilakukan sebagai akad pembiayaan
pembelian kapal untuk kelompok nelayan dan dilakukan kombinasi akad yaitu akad wa'd
(petjanjian) bahwa pr.odusen; kapal bersedia membuatkan kapal sesuat spesifikasi dan harga
yang telah ditentukan pada kelompok nelayan.

Akad istishn@ paralel sangat penting untuk diterapkan sebagai akad pembiayaan pembelian
kapal untuk kelompok nelayan mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi
nelayan selama ini selain keterbatasan satana dan terbatasnya sumber daya manusia juga
kecilnya kapasitas kapal yang membuat penangkapan ikan tidak efisien. Oleh karena itu,
petlu bantuan oleh lembaga keuangan untuk mengeluarkan pembiayaan pembelian kapal
untuk kelompok nelayan menggunakan akad is#ishnd’ paralel sebagai upaya pemanfaatan

potensi ekonomi maritim Indonesia menuju ASEAN Econonic Community.

5.2 Saran
Mengacu pada hasil penelitian ini, berikut rekomendasi terkait penggunaan akad #st&shnd’ paralel
sebagai akad dalam pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan sebagai berikut :

Pemerintah Indonesia benar-benar harus menerapkan ekonomi syariah dalam menentukan
salah satu langkah strategis dalam menghadapi ASEAN Ewwnomic Community. Sinergitas
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dengan betbagai lembaga terkait petlu dilakukan, terutama dengan perbankan syariah
Indonesia. Pembuatan -regulasi terkait hal tersebut juga perlu dilakukan, agar langkah
strategis tersebut dapat benar-benar diimplementasikan.

2. Perbankan syariah selaku lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dimana
salah satu prinsip Islam yaitu faawun (tolong-menolong) sudah sepantasnya melihat
permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini yaitu sulitnya mendapatkan
pembiayaan dari perbankan khususnya dalam pembiayaan pembelian kapal besar dengan
mengeluarkan produk berbasis usaha kelautan dengan mengeluarkan akad iwishnd paralel
sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan dalam upaya
pemanfaatan potensi ekonomi maritim Indonesia,

3. Akad istishn@ paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk kelompok nelayan
ini diharapkan dapat menjadi pendukung misi pemerintahan, namun pemerintah pertlu
melakukan penjaminan pembiayaan untuk kelompok nelayan tersebut sebagai upaya
mendukung terealisasinya /s/ishnd paralel sebagai pembiayaan pembelian kapal besar untuk
kelompok nelaj‘(an ini.

4. Penulis berharap akad #stishn@ paralel dapat dijadikan sebagai pembiayaan pembelian kapal
untuk kelompok nelayan dan diaplikasikan secara nyata pada perbankan syariah, sehingga
dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini yaitu
sulitnya mendapatkan pembiyaan dari perbankan khusunya dalam pembelian kapal.
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